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P U T U S A N  

NOMOR <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG 

 Telah memeriksa dan mengadili dalam sidang Majelis perkara Harta 

Bersama pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut 

antara: 

Pembanding, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan 

Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota 

Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili 

kuasanya Dr. Ibrahim Fajri, S.H., M.E.I.,  Arafat 

Nasrulloh M. S.H. dan Maman Sukrilah, S.H. Advokat 

dan kuasa Hukum pada Kantor Ibrahim Fajri & Rekan, 

berkedudukan di Jalan Sukadamai Indah No. B.7, 

Perumahan Sarana Agung Resident, Kota Bogor, 

berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di 

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 

8/VII/<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr, tertanggal 4 Juli 

2022,  semula sebagai Tergugat sekarang  

Pembanding; 

melawan 

Terbanding, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S.2,  pekerjaan 

Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bogor, Provinsi 

Jawa Barat, semula sebagai Penggugat sekarang  

Terbanding; 
[  

          Pengadilan Tinggi Agama tersebut; 

         Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan 

berhubungan dengan perkara banding ini; 

SALINAN 
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DUDUK PERKARA 

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan 

Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr. tanggal 27 Juni 2022 

Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqodah 1443 Hijriyah dengan 

mengutip amarnya sebagai berikut: 

Dalam Eksepsi 

-  Menolak Eksepsi Tergugat 

Dalam Pokok Perkara 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; 

2. Menetapkan bangunan rumah dua lantai seluas 320 M2 di atas tanah 

seluas 199 M2 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan Meter Persegi), 

dengan Akta Jual Beli Nomor 286 / 2005 atas nama Hj. Siti Fatimah H. 

Entjep Syamsudin yang terletak di Jl. Anggrek Bulan 3 (tiga) No 46, 

Sektor 3 (tiga) RT.007, RW.002, Kelurahan Curuq Mekar, Kecamatan 

Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat,  dengan batas-batas 

sebagai berikut: 

- Sebelah Utara :Berbatasan dengan jalan 

- Sebelah Selatan :Berbatasan dengan tanah PT. Inti 

Innovaco(Sekarang menjadi  Perumahan an. 

Wihardi) 

- Sebelah Barat  :Berbatasan dengan tanah Samsu/Abu Entong       

(Sudah Ada Tembok Pembatas) 

- Sebelah Timur :Berbatasan dengan tanah PT. Inti Innovaco   

(sekarang menjadi  Perumahan an. Hari Zulfikar) 

 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;  

3.  Menetapkan bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 2 

adalah seperdua (½) menjadi hak milik Penggugat dan seperdua (½) 

menjadi hak milik Tergugat;  

4. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan ½ (seperdua) bagian harta 
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bersama tersebut pada diktum angka 2 kepada Tergugat dan apabila 

tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dengan bantuan 

Pengadilan dijual melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya ½ 

(seperdua) menjadi hak milik Penggugat dan ½ (seperdua) menjadi hak 

milik Tergugat; 

5. Menolak gugatan Penggugat mengenai permohonan sita, permintaan 

penentuan nilai harga rumah dua lantai dan putusan serat merta; 

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 

Rp1.820.000,-  (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah); 

Bahwa pada saat putusan dibacakan Penggugat hadir sendiri 

sedangkan Tergugat diwakili Kuasa Hukumnya; 

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat telah mengajukan 

permohonan banding pada tanggal 5 Juli 2022 untuk selanjutnya disebut 

sebagai Pembanding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan 

Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr yang dibuat oleh Panitera 

Pengadilan Agama Bogor dan permohonan banding tersebut telah 

diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada  

tanggal  05 Juli 2022; 

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 14 

Juli 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada 

tanggal 15 Juli 2022 yang pada pokoknya memohon kepada Ketua 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung cq. Majelis Hakim Tinggi Agama yang 

memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:  

 

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding 

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor : 

<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr. tertanggal 27 Juni 2022 Masehi,   
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DENGAN MENGADILI SENDIRI 

 

1. Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya; 

2. Menyatakan tanah seluas 199 M2 berikut bangunan rumah yang berdiri 

diatasnya berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 286/2005 atas nama Hj. Siti 

Fatimah H. Entjep Syamsudin yang terletak di Jl. Anggrek Bulan 3 

Nomor 46 Sektor 3 RT. 07/02 Kel. Curug Mekar Kec. Bogor Barat Kota 

Bogor Provinsi Jawa Barat adalah Harta Orang Tua 

Tergugat/Pembanding; 

3. Menghukum Terbanding/Penggugat  untuk membayar biaya perkara 

Atau apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

adilnya (Ex Aequo et Bono).  

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada 

Terbanding sebagaimana Surat Pemberitahukan Penyerahan Memori 

Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr pada tanggal 15 Juli 2022 dan 

selanjutnya Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding pada 

tanggal 28 Juli 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor 

pada tanggal 28 Juli 2022 yang paka pokoknya mohon agar Pengadilan 

Tinggi Agama Bandung berkenan memberikan putusan dengan amar 

sebagai berikut: 

1. Menolak Permohonan Banding karena error in persona; 

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 

<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 27 Juni 2022 Masehi. 

Apabila Yang  Mulia Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara 

ini berpendapat lain, kami mohon agar putusan yang seadil-adilnya bagi para 

pihak (ex aqua et bono). 

 Bahwa Kontra Memori Banding tersebut sudah diberitahukan kepada 

Pembanding melalui Pengadilan Agama Bogor dengan Relaas nomor 

<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 29 Juli 2022;  

Bahwa Kuasa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan 

pemeriksaan berkas perkara (inzage) pada tanggal 11 Juli 2022,  
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Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (inzage) 

sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan tidak melakukan inzage 

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor 

<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr  tanggal 3 Agustus  2022; 

Bahwa Terbanding telah pula diberitahu untuk memeriksa berkas 

perkara banding (inzage) pada tanggal 05 Juli 2022 dan Terbanding telah  

melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan 

Berkas (melakukan inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama 

Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr. tanggal 28 Juli  2022; 

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 Agustus 2022 dengan 

Register Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan 

kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor dengan surat Nomor W10-A/2613/ 

Hk.05/VIII/2022 tanggal 10 Agustus 2022 yang tembusannya disampaikan 

kepada Pembanding dan Terbanding; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama 

berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan 

Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 

yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan 

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 

Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan 

banding:  

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding  diajukan pada 

tanggal 05 Juli 2022, sehingga masih dalam  tenggang waktu dan dengan 

cara menurut tata-cara yang ditentukan peraturan perundang-undangan 

sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura,  

karenanya permohonan banding a quo secara formil dapat diterima; 
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Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding 

memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, 

dimana pihak   Pembanding diwakili oleh kuasa yang berprofesi sebagai 

advokat, yaitu Dr.Ibrahim Fajari, S.H., M.EI., Arafat Nasrullah M, S.H. dan 

Manan  Sukrilah, S.H., berdasarkan surat Kuasa No.10/SKK/IF&R/VII/2022 

tanggal 4  Juli 2022 tercatat dengan register  Kuasa Khusus Nomor 

8/VII/PPdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 15 Juli 2022, Majelis Hakim Tingkat 

Banding harus memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan  

peraturan perundang-undangan tentang advokat (Undang-Undang Nomor 18 

Tahun 2003) dan ternyata telah terpenuhi, karenanya para advokat tersebut 

mempunyai legal standing untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili 

kliennya dalam perkara   a quo, sedangkan Terbanding secara Prinsipal tidak 

menggunakan Kuasa Hukum; 

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai judex 

factie berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, 

dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bogor untuk kemudian 

dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama 

Bandung; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung 

yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan 

mengadili perkara a quo sebagai berikut; 

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Bogor telah berusaha 

mendamaikan Terbanding dengan Pembanding dan telah pula   

melaksanakan proses mediasi dengan mediator H. Mumu, S.H.,M.H. yang 

telah terdaftar pada Pengadilan Agama Bogor, yang dalam pelaksanaan 

mediasi tersebut dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding, akan tetapi 

ternyata mediasi telah tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat 

terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 

ayat (1) HIR jis. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang 

Peradilan Agama dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
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1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 serta Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI 

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya 

proses penyelesaian perkara  a quo secara litigatif dapat dilanjutkan;        

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding 

mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan 

banding, terdiri dari surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Reflik 

Duplik, Berita Acara Sidang, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang 

berhubungan dengan perkara ini, juga salinan resmi putusan Pengadilan 

Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022PA.Bgr. tanggal   27 Juni 2022 

Masehi, bertepatan dengan tanggal  27 Dzulqodah 1443 Hijriyah, Memori 

Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding 

mempertimbangan sebagai berikut: 

Dalam Eksepsi 

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis 

Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, oleh 

karena itu diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai 

pertimbangan sendiri, namun untuk lebih mempertegas lagi Majelis Hakim 

Tingkat Banding berpendapat perlu menambah pertimbangan sebagaimana 

tersebut di bawah ini. 

Menimbang,bahwa alasan eksepsi Tergugat/Pembanding yang 

menyatakan; 

A. Gugatan Penggugat  kabur (Obscuur libel) karena obyek gugatan 

merupakan tanah dan bangunan adalah milik ibu Penggugat ; 

B. Gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat mencantumkan 

surat tanah berupa Akta Jual Beli atas nama Hj. Siti Fatimah H. Entjep 

Syamsudin, maka sepatutnya ibu Hj. Siti Fatimah dimasukkan sebagai 

pihak dalam gugatannya; 

C. Bahwa gugatan Penggugat Prematur, karena Tergugat digugat oleh 

Penggugat tanpa terlebih dahulu memberikanh somasi atau teguran 

kepada tergugat; 
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Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim Tingkat 

Banding setelah mempelajari bertkas perkara a quo berpendapat bahwa 

eksepsi yang tercantum dalam huruf a dan b sudah termasuk pada pokok 

perkara dan harus harus dibuktikan dalam pokok perkara; 

Menimbang bahwa terhadap eksepsi hurup c, Majelis Tingkat Banding 

berpendapat bahwa dalam gugatan harta bersama tidak merupakan 

keharusan bahwa Tergugat terlebih dahulu diberikan somasi atau terguran 

terlebih dahulu sebelum Penggugat mengajukan gugatannya, oleh 

karenanya eksepsi Tergugat tidak beralasan dan eksepsi tersebut harus 

ditolak; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 

tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa eksepsi 

Tergugat tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak, hal mana 

sejalan dengan  Yurispudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No 318 

K/ Tun / 1997 tanggal 19 Januari 2002;  

Dalam Pokok Perkara 

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana 

yang dikemukakan di atas, 

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah 

gugatan harta bersama yaitu berupa tanah dan bangunan lama sudah dibeli 

dari tahun 2013 dan direnovasi total selesai tahun 2015, yaitu: Sebidang 

tanah berukuran 199 m2  (seratus sermbilan puluh sembilan meter persegi) 

yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah lama dari 54 m2 (lima puluh 

empat meter persegi sesuai dengan IMB Lama) dan bangunan tersebut 

sudah di renovasi total menjadi 320 m2 (tiga ratus dua puluh meter persegi 

tanpa IMB, yang terletak di Jl. Anggrek Bulan 3 (tiga) No 46, Sektor 3 (tiga) 

RT. 007, RW. 002, Kelurahan Curuq Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota 

Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang mana di Surat Akte Jual Beli No 286/2005 

atas nama Hj. Siti Fatimah H. Entjep Syamsudin, tertulis di Kota Bogor yang 

disahkan oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah Kecamatan Bogor Barat 

an.Suherman Bachtiar, S.H, M.Si., Hak Milik atas sebidang tanah Persil No 

Blok 014, Kohir No c.08/500 SPPT1920 seluas kurang lebih 199 m2 (seratus 
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sembilan puluh sembilan meter persegi), dengan batas-batas sebagai 

berikut: 

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan jalan 

- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah PT. Inti Innovaco (Sudah 

menjadi  Perumahan) 

- Sebelah Barat  : Berbatasan dengan tanah Abu Entong (Sudah Ada 

Tembok Pembatas) 

- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah PT. Inti Innovaco (Sudah 

menjadi  Perumahan)  

 Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat 

menolak gugatan Penggugat karena obyek sengketa berupa tanah dan 

bangunan adalah milik ibu kandung Tergugat dan bukan merupakan harta 

bersama, karena obyek sengketa tidak pernah dialihkan oleh ibu Tergugat 

baik dalam bentuk jual beli maupun hibah kepada pihak lain, sehingga 

gugatan Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak 

dapat diterima; 

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Majelis 

Tingkat Banding Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana bukti-

bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat; 

   Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya 

telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.35, 

akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa bukti tersebut 

hanya bukti P.6 yang relepan dengan gugatan ini, yaitu berupa (fotokopi Akta 

Jual Beli) Nomor 286/2005 atas nama Hj. Siti Fatimah H. Entjep Syamsudin 

bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya dan Tergugat 

mengakui karena aslinya ada di Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat 

formil dan materil dan dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa Penggugat disamping mengajukan bukti surat 

mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu SAKSI I dan SAKSI II yang kedua 

saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada 

pokoknya menyatakan bahwa pada awalnya rumah dan bangunan tersebut 
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merupakan kepunyaan ibu Tergugat kemudian diberikan kepada Tergugat, 

dan direnovasi oleh Penggugat dan Tergugat pada saat masih sebagai 

suami isteri; 

          Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya 

telah mengajukan bukti surat yaitu T.1 berupa Poto Kopi Akta Jual Beli atas 

nama Siti Fatimah H. Entjep Syamsudin yang telah diajukan oleh Penggugat 

dan telah dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu 

lagi mempertimbangkan kembali tentang bukti surat tersebut; 

          Menimbang, pula bahwa Tergugat telah menyampaikan 2(dua) orang 

saksi yaitu  SAKSI I yang dibawah sumpahnya menerangkan yang pada 

pokoknya, saksi SAKSI I hanya mendengar dari ibu Tergugat bahwa tanah 

dan bangunan itu milik ibu Tergugat, sedangkan saksi SAKSI II mengetahui 

bahwa benar tanah dan rumah tersebut milik orang tua Tergugat yang 

diberikan kepada Tergugat; 

           Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka Majelis 

Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tanah seluas <No.Pkr>99 m2 

yang berdiri diatasnya bangunan seluas 54 m2 itu bukanlah harta bersama 

melainkan kepunyaan orang tua tergugat yang kemudian diberikannya 

kepada Tergugat dan yang merupakan harta bersama adalah bangunan 

rumah hasil renovasi menjadi 2(dua) lantai tersebut ; 

Menimbang, bahwa  Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca 

dan memperlajari surat gugatan secara seksama Berita Acara Sidang, 

Putusan serta Memori dan Kontra Memori Banding, selanjutnya akan 

memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini; 

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan memori banding yang 

pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim 

Tingkat Banding, berpendapat bahwa keberatahn-keberatan Pembanding 

dapat dipetimbangkan;  

Menimbang bahwa yang menjadi perhatian Hakim dalam membuat 

Putusan diantaranya harus bisa memprediksi bahwa Putusannya itu dapat 

dieksekusi, hal mana tidak dilakukan oleh Mjelis Hakim Tingkat Pertama 

dalam perkara a quo padahal dari bukti-bukti yang ada  sudah jelas dan 
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terang bahwa tanah tersebut adalah merupakan milik Tergugat dari 

pemberian orang tuanya bahkan masih atas nama orang tua Tergugat yakni 

Hj. Siti Fatimah H. Entjep Syamsudin, sedangkan yang menjadi harta 

bersama adalah bangunan rumah hasil renovasi; 

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama yaitu rumah 

yang didirikan diatas tanah milik Tergugat tidak dapat didudukkan sebagai 

harta bersama Innatura karena bangunan tersebut tidak mungkin dapat 

dieksekusi secara innatura maupun lelang, sehingga yang dapat digugat 

hanyalah nilai bangunan tersebut  berdasakaan ahli terhadap rumah 

tersebut, hal mana telah sesuai dengan Putusan Kasasi No 53K/Ag/2015 

tanggaol 27 Januari 2015 Dan Nomor 242K/AG/2015 tanggal 30 Mei 2015;   

Menimbang, bahwa berdasrkan pertimbangan tersebut diatas Majelis 

Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus 

dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontkelijke Verklaard), oleh karenanya 

Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr 

tanggal 27 Juni 2022 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 27 

Dzulqa’idah 1443 Hijriyah tidak bisa dipertahankan dan harus dibatalkan 

dengan mengadili sendiri;  

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang 

perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua 

dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam 

tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Pembanding; 

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I 

I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal diterima;  

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 

<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 27 Juni 2022 Masehi bertepatan 

dengan tanggal 27 Dzulqo’dah 1443 Hijriyah. 

 



 

Hlm. 12 dari 13 hal. Putusan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. 

 

Dengan Mengadili Sendiri 

 

DALAM KONVENSI 

Dalam Eksepsi 

- Menolak eksepsi Tergugat; 

 

Dalam Pokok Perkara 

I. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima(Niet Ont vankelijke 

Verklaard) 

II.  Membebankan kepada Terbanding untuk membayar biaya perkara pada 

tingkat pertama sebesar Rp 1.820.000.00(satu juta delapan ratus dua 

puluh ribu rupiah); 

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada 

tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu 

rupiah).Menerima permohonan banding Pembanding; 

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung 

dalam permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Senin, 

tanggal 22 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Muharam 

1444  Hijriyah,  oleh kami Drs.H. Enas Nasai, S.H.  sebagai Ketua Majelis, 

Dr. H. Abd.Latif, M.H. dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M. H., masing-masing 

sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh PLH. Ketua Pengadilan Tinggi 

Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor 

<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 10 Agustus 2022, putusan tersebut 

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua 

Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Drs. 

Ecep Hermawan sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri  

Pembanding dan Terbanding; 
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Ketua Majelis 

 

Ttd. 

Drs. H.Enas Nasai, S.H 

Hakim Anggota                                        Hakim Anggota 

                                                                               

        Ttd.                                                            Ttd. 

       Dr. H. Abd.Latif, M.H.                        Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M. H.  

Panitera Pengganti 

                                                     

Ttd. 

Drs. Ecep Hermawan 

Biaya Perkara :                                                                   

1. Biaya Administrasi    Rp130.000,00 

2. Biaya Redaksi          Rp  10.000,00                     

3. Biaya Meterai           Rp  10.000,00 

    Jumlah                     Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) 

 

Untuk salinan sesuai dengan aslinya 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung 

Panitera, 

 

 

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H. 


